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"Mengawal Pelayanan 
Publik di masa Covid-19"

Tema

Gagasan Tema Tahun 2020 tersebut melihat 
kondisi global dan nasional akibat pandemi 
Covid-19, penyelenggara layanan publik perlu 
memahami kondisi dan melakukan 
transformasi pelayanan publik. Demikian pula 
Ombudsman RI sebagai lembaga pengawas 
pelayanan publik, sangat urgen dan 
mendesak melaksanakan transformasi 
pengawasannya.

01
La

po
ra

n
Ta

hu
na

n
20

20



98,09%

Program
Pengawasan

Penyelenggaraan 
Pelayanan Publik

98.57%

Program
Dukungan
Manajemen

98,53%

Realisasi

Pagu DIPA Rp137.839.359.000
Realisasi Rp135.813.121.907

Anggaran

Highlight
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Pada tahun 2020 Ombudsman RI telah menerima Laporan/Pengaduan
masyarakat yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik
sebanyak 7.204 Laporan. Laporan tersebut terdiri dari 6.522 Laporan
reguler, 559 Respon Cepat, dan 123 Investigasi Atas Prakarsa Sendiri. 
jumlah Konsultasi Non Laporan dari masyarakat kepada Ombudsman 
meningkat hingga 99,2% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini
memperlihatkan bahwa masyarakat mulai memiliki kesadaran untuk
lebih berani menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang 
dialami secara langsung kepada instansi Terlapor, dengan terlebih
dahulu meminta saran dari Ombudsman. 
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Penyelesaian
Laporan/Pengaduan 

Masyarakat 
tahun 2014-2020

Highlight



Sebaran Laporan/Pengaduan Masyarakat
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285
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347
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631

494

367

268

378

453

355

347

204

137

39

Jan

Feb

March

April

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Dinamika
Laporan/
Pengaduan

Highlight

Alasan
Penutupan
Laporan

N : 7.204

Penutupan
laporan/
pengaduan
masyarakat
perbulan

Dalam Proses

Selesai
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Dinamika
Laporan/
Pengaduan

Highlight

Laporan
Masyarakat
Berdasarkan
Klasifikasi
Pelapor

Kelompok

Masyarakat 3,57%

Anggota

Keluarga

5,52%

Kuasa

Hukum

8,57%

Badan

Hukum/

Organisasi

12,13%

Perorangan

70,20%

N: 7.204

3,66%

2,75%

1,29%

0,17%

0,14%

Penundaan Berlarut

Penyimpangan Prosedur

Tidak Memberikan
Pelayanan

Tidak Patut

Tidak Kompeten

31,57%

24,77%

24,39%

7,25%

4,01%

Penyalahgunaan
Wewenang
Permintaan Imbalan Uang,
Barang dan Jasa

Diskriminasi

Konflik Kepentingan

Berpihak

Laporan Masyarakat Berdasarkan Dugaan Maladministrasi
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Dinamika
Laporan/
Pengaduan

Highlight

Laporan
Masyarakat
Berdasarkan
Klasifikasi
Terlapor

Laporan
masyarakat
berdasarkan
Cara
Penyampaian
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a

e

f

c

b

d

Merupakan ujung dari
tahapan penanganan
laporan setelah adanya
proses Penerimaan dan 
Verifikasi Laporan serta
pemeriksaan laporan

Upaya Mekanisme
online Resolusi dan 
Monitoring

Menyelenggarakan
kegiatan
Pendampingan Tata 
Kelola Penerimaan
dan Verifikasi Laporan
secara Daring

Tata Kelola 
Penerimaan dan 
Verifikasi Laporan 
Masyarakat

Posko Pengaduan Daring Covid-19 Bagi Masyarakat 
Terdampak Bencana Nasional Covid-19 
Ombudsman Republik Indonesia.

Posko Pengaduan Daring Covid-19 Ombudsman RI

Konsultasi On-The-Spot 
Secara Daring 

Adaptasi Tugas Penerimaan 
dan Verifikasi Laporan selama 
Masa Pandemi

Ombudsman beradaptasi
dengan cara baru, instansi
terlapor bahkan
masyarakat selaku Pelapor
juga dengan sendirinya
beradaptasi dengan cara
baru

Pemeriksaan laporan 
Masyarakat tetap 
berjalan Secara Daring

Pengembangan jaringan
pengawas (focal point) 
dengan melibatkan
instansi penyelenggara
pelayanan publik

Pengembangan
Jaringan Pengawas

Mekanisme
Penyelesaian
Laporan/
Pengaduan

Highlight
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Highlight

Pencegahan
Maladministrasi

Alur Ban Berjalan Pencegahan Maladministrasi
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Highlight
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01

02

03

Hasil Deteksi dengan topik 
“Tata Kelola Warkah”

Hasil Pelakuan Saran 
dengan topik
“Standar prosedur operasional pada
Kantor Kesehatan Pelabuhan”

Kajian Saran Perbaikan
Kebijakan Pelayanan Publik
dengan topik
Layanan Pemadam Kebakaran
Hasil saran telah dilakukan seluruhnya.

Pencegahan
Maladministrasi



Penjaminan
Mutu

Pengawasan terhadap mutu
penting dilakukan sebagai
upaya kontrol, menjamin
dan meningkatkan kualitas
layanan Ombudsman RI
dalam menjalankan fungsi 
penyelesaian laporan 
masyarakat dan
pencegahan
maladministrasi dalam 
penyelenggaraan pelayanan 
publik

25

85

22

69

16
3

Aduan Laporan Masyarakat 
berstatus dalam Proses

Aduan Laporan Masyarakat 
berstatus ditutup

20
14

9
4 4 3 3 3 3 2

2

2

2

1 1 1 1

0

5

10

15

20

25

Aduan Ditutup Proses

Penyelesaian Aduan Tahun 2020

Sebaran Aduan di 10 

Unit Kerja Tahun 2020

Highlight
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Dukungan
Manajemen

Inovasi Di Masa 
Pandemi
• Meraih predikat "Informatif", pada 

Keterbukaan Informasi Publik 2020
• Aplikasi PPID berbasis Android
• JDIH Ombudsman meraih Anggota

Jaringan Dokumentasi dan 
Informasi Hukum Nasional Terbaik
III Tahun 2020. 

• Aplikasi SIKD, sebagai pengesahan
dokumen digital

• Aplikasi AoRA sebagai pendukung
arsip

• Mempoleh Opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) atas Laporan 
Keuangan Tahun 2019

Highlight
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Dukungan
Manajemen

Highlight

1%Kasus Habib Rizieq

1%Polemik Stafsus

2%Kasus Djoko Tjandra

3%Isu Pembubaran OJK

6%Penghargaan

Korupsi dan

Penegakan Hukum 19%

21%
Pelayanan Publik

dan Laporan Masyarakat

47%
Covid-19

Pemberitaan
Pada tahun 2020, terdapat 27.144 berita
online yang memberitakan terkait isu
Ombudsman RI.  Sebesar 47% 
pemberitaan Ombudsman RI pada 
tahun 2020 didominasi oleh isu
Kesehatan, terutama terkait Covid-19. 
Kelembagaan Ombudsman baik pusat
dan daerah cenderung responsif dalam
merespons isu COVID-19. Salah satunya
adalah Ombudsman Banten yang 
membuka pengaduan Covid-19 via 
daring. Menyusul isu Kesehatan, isu
Penegakan Hukum, Kepolisian, dan 
Kesejahteraan Sosial menjadi isu
paling dominan pada pemberitaan
tahun 2020.

Jumlah Pemberitaan Media

Sentimen PemberitaanIsu Utama Pemberitaan
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Dukungan
Manajemen

Highlight

Selama tahun 2020, media sosial Ombudsman RI 
berkembang secara baik.Sebagai poin penting yang 
menjadi catatan, di tahun 2020 seluruh kanal 
media sosial Ombudsman RI sudah terverifikasi
(centang biru), baik itu kanal Facebook, Instagram, 
Twitter dan Youtube.

“Halo Ombudsman” 
dapat diakses melalui
jaringan telepon di 
nomor 137 serta layanan
pesan SMS dan aplikasi
pesan Whatsapp, Line, 
dan Telegram

Media Sosial

“Halo Ombudsman” 137
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Dukungan
Manajemen

Highlight
Sumber Daya Manusia

309 orang
65,86%
596 orang

34,14%

Jenis
Kelamin

Generasi Baby Boomers

(1946-1964)

Generasi X

(1965-1980)

Generasi Y

(1981-1994)

Generasi Z

(1995-2010)

3,25%

29 Orang

23,44%

212 Orang

68%

616 Orang

5,41%

48 Orang

Berdasarkan Usia

Insan

Ombudsman

905 238

457

16833
9

Anggota Ombudsman RI

Tenaga Pendukung

PNS

Asisten

Kepala

Perwakilan

Pimpinan Tinggi Madya 1 Orang

Pimpinan Tinggi Pratama 6 Orang

Asisten Utama 5 Orang

Asisten Madya 8 Orang

Asisten Muda 75 Orang

Asisten Pratama

Calon Asisten

287 Orang

82 Orang

Administ rator 1 Orang

Pengawas 7 Orang

Fungsional Ahli Madya 14 Orang

Fungsional Ahli Muda

Pelaksana

40 Orang

169 Orang
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Highlight

Tinjauan
Sektoral
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Sosial, Pendidikan

dan Kebudayaan

41%

Hukum, Polit ik,

Keamanan dan

Pertahanan

19%

Ekonomi dan

lingkungan

40%

N= 7.204

Lingkup
Sektor

(2.872)

(1.353)

(2.979)



Highlight
Sektor
Ekonomi dan 
Lingkungan

Penanaman Modal 0,07%

Transmigrasi 0,11%

Perikanan 0,11%

Pegadaian 0,14%

Bea Cukai 0,28%

Pertanian dan Pangan 0,42%

Koperasi 0,63%

Kehutanan 0,92%

Perdagangan dan Industri 1,48%

Asuransi 1,55%

Lingkungan Hidup 2,22%

Pajak 2,82%

Air 3,17%

Agraria/ Pertanahan 39,99%

Perbankan 8,91%

Energi & Kelistrikan 8,25%

Perijinan 7,22%

Perhubungan &

Infrastruktur

 5,43%

Telekomunikasi &

Informatika

 5,43%

Pengadaan Barang, Jasa

dan Lelang 3,63%

Pertambangan 3,63%

Pemukiman/ Perumahan 3,59%

2.872 Laporan
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Sektor
Ekonomi dan 
Lingkungan



Highlight
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Subsektor
Telekomunikasi

Pelayanan di Masa Pandemi Covid-19 sebagai 
Awal Pemberian Layanan di Era Digital

Masalah Pelayanan Telekomunikasi

Yang Dilaporkan

Berhenti Berlangganan

Tagihan

Jaringan/ Kecepatan

Tidak Kompeten Melayani

Pemasangan Baru43

30

19

8

5

Refund Uang Deposit

Kabel Jaringan,
Gangguan Suara, dll

4

3

2Migrasi Paket

Jumlah Laporan
RCO 

berdasarkan
Provinsi Pelapor



Highlight

Subsektor
Agraria

Dugaan Maladminist rasi Agraria

45%

42%

7%

6%

Penyimpangan Prosedur

Penundaan Berlarut

Tidak memberikan Pelayanan

lainnya

Laporan Masyarakat

1135

• Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: Polemik
Pembangunan Jalan Tol

• Berdiri di Tanah Wakaf, 5 Tahun Berjuang Mendapatkan
Sertipikat

• Mengurai Kendala Kepemilikan Lahan Petani Sawit 
Swadaya Dalam Akses Bantuan Pendapatan Dan ISPO

Laporan
Pengadaan

Jalan Tol
Berdasarkan

Wilayah
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Subsektor
Pemukiman dan Perumahan
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• Menuntaskan Masalah Rumah Negara Terhambat Pandemi
• Silang Pendapat Operasional RTH Masa PSBB Transisi

Laporan Terkait Rumah Negara
Berdasarkan Dugaan Maladminist rasi

(2017- 2020)

47%

30%

10%

13%

Penyimpangan Prosedur

Penundaan Berlarut

Tidak Kompeten

lainnya

Laporan Masyarakat

102

Instansi Terlapor Sektor pemukiman

dan perumahan

Pemerintah Daerah

BUMN/ BUMD

TNI/ POLRI

Kementerian/ Lembaga

56%

19%

16%

9%

Penghunian yang

sudah melampaui

waktu SIP atau

oleh pihak yang

tidak berhak

Pengalihan kembali

status rumah

pribadi menjadi

rumah negara

Pengosongan

rumah negara dan

ganti rugi/  uang

kerohiman bagi

penghuni

1

2

3

Kategori permasalahan yang menonjol
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Subsektor
Perhubungan dan Infrastruktur

• Penundaan berlarut oleh Kementerian PUPR dalam
menyelesaikan pembayaran pekerjaan konstruksi

• Abai Prokes Pelayanan Transportasi Laut
• Keluhan Transportasi Dalam Masa Pandemi

Dugaan Maladministrasi Perhubungan

dan Infrastruktur

Penundaan Berlarut

Tidak Memberikan Pelayanan

Penyimpangan Prosedur

lainnya

Laporan Masyarakat

23%

9%

154

9%

59%

Masalah Perhubungan dan Infrastruktur

yang sering di laporkan

Transportasi Umum

Infrastruktur

Ganti rugi dan Kompensasi

Pelabuhan & Terminal

Bendungan (Waduk,
Dam, Situ)

31

25

10

5

2

Keamanan Transportasi 1

Lainnya 79
Anggaran APBN Infrastruktur

379,7 T

394 T

399,7 T
423,3 T

2017 2018 2019
Outlook

2020

sumber: Pokok-Pokok APBN

Kementerian Keuangan

dalam triliun rupiah
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Subsektor
Listrik

• Tagihan Listrik Pelanggan PLN Meningkat Secara 
Berlipat Ganda

• Pandemi COVID-19, Listrik sebagai Salah Satu 
Primadona Kebutuhan Masyarakat

Laporan yang diterima Tim Posko

Pengaduan Daring Covid-19

Tagihan Listrik

Kebijakan pemberian

diskon 50% yang tidak

berlaku untuk semua

pelanggan listrik 900 VA

Bantuan Listrik PLN

tidak merata

Prosedur dan persyaratan

untuk menerima bantuan

tidak jelas

33,33%

25%

8,3%

33,33%

sumber: Kementerian SDM

hingga Juni 2020



Highlight

18
  L

ap
or

an
Ta

hu
na

n
20

20

Subsektor
Perbankan dan Asuransi
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Pandemi Sebabkan Laporan Terkait
Pembayaran Kredit Meningkat

Dugaan Maladministrasi Perbankan

dan Asuransi

Laporan Masyarakat

289

Penyimpangan Prosedur

Penundaan Berlarut

Tidak Memberikan Pelayanan

lainnya

60,90%

Tidak Patut

Tidak Kompeten

Permintaan Uang, Barang & jasa

19,72%

9,69%

4,5%

2,7%
2%

0,35%

Masalah Pelayanan Perbankan dan

Asuransi Yang Dilaporkan

Pembayaran Kredit

Tindak Lanjut

Pengaduan PUJk

Pencairan Dana

Jaminan Kredit

Tindak Lanjut
Pengaduan OJK

14,53%

13,15%

11,76%

10,73%

9,34%Lain-Lain

6,92%Penggunaan Rekening

Pengawasan OJK

Pengajuan Kredit

Pelunasan Kredit

Eksekusi Jaminan

Sistem Informasi Debitur

Lelang Jaminan

0,69%Pengalihan Kredit

0,35%Pembuatan Rekening

Keputusan OJK

6,23%

4,84%

4,15%

2,77%

1,38%

1,04%

0,35%

11,76%
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Subsektor
Perikanan

Investigasi Rantai Pasok dan Pelayanan Administrasi Ekspor Benih Lobster
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Rangkap Jabatan Komisaris pada BUMN 

Data Komisaris Berdasarkan Asal Instansi (2019)

254

Komisaris BUMN

Terindikasi

Rangkap Jabatan

(Kementerian)

112

Komisaris BUMN

Terindikasi Rangkap

Jabatan

(Non Kementerian)

31

Komisaris BUMN

Terindikasi Rangkap

Jabatan

(Akademisi)

Kementerian

BUMN

55Kementerian Keuangan

42

Kementerian

PUPR

17

Kementerian

Perhubungan

17

Kementerian

Sekretariat

Negara 16

Kementerian

Kordinator 13

Kementerian

Perindustrian 9

Kementerian

Perdagangan 9

Kementerian  PPN 8

Lainnya 68

TNI

27

POLRI

13

Kejaksaan

12

Pemerintah

Daerah

11

BIN

10

BPKP

10

Kantor Presiden/ Wakil Presiden

dan Kantor Staf Presiden 6

BPK

4 Lainnya

19

Universitas Indonesia 9

Universitas Gajah Mada 5

Lainnya 11

Universitas Hasanudin 2

Universitas Padjadjaran 2

Institut Teknologi Sepuluh November 2

Sumber: Kementerian BUMN Februari 2020



HighlightSektor
Hukum, Politik, Keamanan
dan Pertahanan

Hak Kekayaan Intelektual 0,15%
Pertahanan 1,53%

Keimigrasian 1,75%

Lembaga Pemasyarakatan 2,75%

Kejaksaan 6,48%

Hak Sipil & Politik 9,08%

Peradilan 22,81%

Kepolisian 55,45%

1.353 Laporan
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Highlight
20

20

Sektor
Hukum, 
Politik, 
Keamanan
dan 
Pertahanan



Highlight
20

20

Subsektor Peradilan

• Asa Tanpa Suar Untuk Para Nasabah PT Bank Global 
International 

• Tata Kelola Barang Sitaan dan Barang Rampasan: Suatu Ironi

Dugaan Maladministrasi Peradilan

Penyimpangan Prosedur

Penundaan Berlarut

Tidak Memberikan Pelayanan

lainnya

63%
21%

11%

5%

88

Laporan Masyarakat

Masalah Pelayanan Peradilan Yang

Dilaporkan

Eksekusi Putusan 62%

9%

8%

7%

Proses Persidangan

Kinerja Panitera

Salinan Putusan

Keberatan Atas Putusan

Hakim

Hakim

lain-lain

2%

1%

5%

Rank Rule Of Law Indonesia

61

2016 2017-2018 2019

Sumber: worldjusticeproject.org

63

62

59

2020
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Subsektor Keimigrasian

Dominasi Orang Asing di Kawasan Puncak dan 
Bagaimana Pemerintah Kabupaten Bogor 
Berkontribusi

Dugaan Maladministrasi Keimigrasian

Penundaan Berlarut

Tidak Memberikan Pelayanan

Penyimpangan Prosedur

lainnya

26%

13%
9%

43%
23

Laporan Masyarakat

Tidak Patut

9%

Masalah Keimigrasian yang dilaporkan

23
Laporan

Masyarakat

46%

9%

18%
18%

9%

Kartu Ijin Tinggal Tetap/

KITAP

Paspor

Kartu Ijin Tinggal Sementara/

KITAS

lainnya

Penerbitan Visa
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Subsektor
Lembaga Pemasyarakatan

Tidak memberikan pelayanan

Penyalahgunaan wewenang

Penyimpangan Prosedur

lainnya

8%

6% 74%
36

Laporan Masyarakat

Permintaan Imbalan Uang,

Barang dan Jasa

6%
6%

Dugaan Maladministrasi Lembaga

Pemasyarakatan
Masalah Pelayanan Lembaga

Pemasyarakatan Yang Dilaporkan

Hak Warga Binaan 33,33%

13,89%

5,56%

47,22%

Kinerja Petugas LAPAS

Masa Penghukuman

Lain-lain

• Minimnya Pengawasan Menjadi Muara Kekhawatiran
• Sidak Lapas Kelas II A Palangka Raya
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Subsektor
Kejaksaan

Perkara Pidana dan Perdata Pada Satu 
Objek/ Permasalahan Hukum

Dugaan Maladministrasi Kejaksaan

Penyimpangan Prosedur

Penundaan Berlarut

Tidak Memberikan Pelayanan

68% 24%

8%

38

Laporan Masyarakat

Masalah Pelayanan Kejaksaan Yang

Dilaporkan

Eksekusi Pidana 16%

8%

5%

5%

Penyidikan TIPIKOR

Penahanan Kejaksaan

Barang Bukti Kejaksaan

lain-lain 66%
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Subsektor
Kepolisian
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• Pelaksanaan Tugas Kepolisian di Masa Pandemi
• Responsifitas Saluran Informasi Lembaga Dalam 

Masa PSBB
• Perjuangan seorang ayah dalam mencari

keadilan pelayanan hukum

Masalah Pelayanan Kepolisian yang

dilaporkan

penyelidikan, penyidikan,

penetapan tersangka, DPO,

visum serta labkrim

55%

23%

4%

4%

Penerimaan Laporan

(Krimum, Krimsus, Propam)

Kode Etik dan SDM

SPKT

Tindakan Tegas

Penindakan Huru-Hara

lain-lain

3%

1%

10%



HighlightSektor
Sosial, Pendidikan, 
dan Kebudayaan

Keagamaan 0,90%Kesehatan 7,46%

Ketenagakerjaan 8,71%

Administrasi

Kependudukan

9,20%

Jaminan Sosial dan

Kesejahteraan Sosial 14,44%

Pedesaan 13,78%

Kepegawaian 26,45%

Pendidikan 19,06%

2.979 Laporan
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Pendidikan, 
dan 
Kebudayaan
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Subsektor Kesehatan
• Masalah Administrasi dalam Pelayanan Kesehatan Masih Mendominasi
• Darurat Pengelolaan Limbah Medis
• Maladministrasi RSUP M. Djamil Padang
• Pentingnya Transparansi Informasi Pelayanan Kesehatan di Pandemi 

Covid-19
• Mengawal Pelayanan Publik Masa Covid-19 di Rumah Sakit Aloe Saboe, 

Kota Gorontalo

Dugaan Maladministrasi Kesehatan

Penundaan Berlarut

Tidak Memberikan Pelayanan

Penyimpangan Prosedur

lainnya

38%

24%

15%
215

Laporan Masyarakat

Tidak Patut

17%

5%

Masalah Pelayanan Kesehatan yang

dilaporkan

34,62%
Administrasi Pelayanan

Kesehatan

nadkideMnanayaleP

Penunjang medik

Pelayanan Non Medik

Lain-lain 6,73%

28,85%

25,96%

Kode Etik 3,85%
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Subsektor Ketenagakerjaan

• Pengawasan CPNS
• Empat hari berpacu dengan Covid-19 

untuk menghindari klaster pabrik
Dugaan Maladminist rasi Ketenagakerjaan

Tidak Memberikan Pelayanan

Penyimpangan Prosedur

Penundaan Berlarut

lainnya

10%

6%

75%

215
Laporan Masyarakat

Tidak Patut

5%
4%

Masalah Pelayanan Ketenagakerjaan

yang dilaporkan

25,2%Hak Pekerja
Pemutusan Hubungan

Kerja/ PHK

Kontrak Kerja

Lain-lain 57.2%

12%

5,6%

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

66,7

67,3

67,5

66,3

2016 2017 2018

Sumber: BPS

2019
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Subsektor Kesejahteraan Sosial
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• Masalah Bantuan Sosial
• Bantuan Sosial Dimasa 

Pandemi; Strategi Mencegah 
Krisis Sosial Ekonomi di Daerah 
Istimewa Yogyakarta

• Optimalisasi Peran Desa Dalam
Penyaluran Bansos Covid-19 di 
Provinsi Bengkulu

• Carut Marut Data Bansos di 
Kalimantan Selatan

• Fenomena BLT Dana Desa di 
Kabupaten Mamuju

• Saat Tangan Ombudsman 
Terus Menggandeng di Masa 
Darurat

• Bansos Turun, Social 
Distancing Diabaikan

Substansi Pengaduan

Kesejahteraan Sosial

Penyaluran Waktu yang

tidak merata dalam hal

waktu dan masyarakat/

wilayah sasaran
Prosedur dan

persyaratan bantuan

yang tidak jelas

Terdaftar tapi tidak

menerima bantuan

Masyarakat kondisi

kaditipatrapaltarurad

terdaftar atau sebaliknya

22.1%

21,5%

19%

20,7%

Tidak mendapat bantuan

ditempat tinggal karena

KTP pendatang

7,2%

Kurang sinkron/

koordinasi pemberi

bantuan menyebabkan

penerimaan bantuan

berulang

3,5%

Jumlah bantuan diterima

tidak sesuai yang

ditentukan
3,2%

lainnya 2,89%

Persentase Jumlah

Pengaduan Bantuan Sosial

52,8%

42,8%

2,6%
1,9%

Sembako BLT PKHPrakerja
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Subsektor Pendidikan
• Pembelajaran Jarak Jauh
• Temuan Maladministrasi Penyelenggaraan PPDB Tingkat SMP 

Di Kota Pangkalpinang
• Zulfahmi Al Habib Zubaidi: Ijazahku terbit juga
• Akhirnya, Putra Alimis Bisa Sekolah Lagi
• Jebakan Moral SKD Palsu

Guru

Orang Tua/

Wali Siswa

Siswa

Klasifikasi yang terdampak

Sektor Pendidikan
Masalah Pelayanan Pendidikan

yang dilaporkan

Kendala Teknis

Kendala Pendampingan

Orang Tua/ Wali

Media Pembelajaran

Monoton

meliputi penyediaan gawai,

paket data, akses jaringan

internet

Perkembangan persentase siswa

usia 5-24 tahun yang menggunakan

internet

40,96 45,75
53,06

59,33

20202017 2018 2019

Sumber: BPS, Potret Pendidikan

              Indonesia 2020
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Jembatan Cibuni

Menagih janji



Laporan Tahunan 2020
dapat di unduh pada
www.ombudsman.go.id


